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KATA PENGANTAR  

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

segala berkat, hikmat, dan kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan karya tulis atau skripsi ini dalam bentuk maupun isinya yang sangat 

sederhana. Semoga karya tulis atau skripsi “KEWENANGAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILUKADA SUATU 

TINJAUAN DARI ILMU HUKUM TATA NEGARA” dapat dipergunakan 

sebagai salah satu acuan dalam petunjuk maupun pedoman bagi penulis, kamu 

intelektual muda, dan semua orang yang berkecimpung dalam dalam mempelajari 

permasalahan PEMILUKADA yang selalu terjadi berulang kali. 

 Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara mempunyai 

peran yang sangat penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk 

mengadili permasalahan yang timbul dari sengketa PEMILUKADA sesuai dengan 

amanat Undang-Undang yang ada. Tulisan ini memperlihatkan keprihatinan yang 

selalu terjadi dalam penyelesaian sengketa kasus pemilihan umum kepala daerah 

atau PEMILUKADA, dimana dalam setiap waktu dapat berubah proses dan badan 

peradilan lain yang muncul untuk menyelesaikan sengketa kasus pemilihan umum 

kepala daerah atau PEMILUKADA. Amanat dari Undang-Undang itu sendiri juga 

selalu memberikan ketidakpastian semua pihak dalam proses penyelesaian 

sengketa kasus pemilihan umum kepala daerah atau PEMILUKADA.  
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 Lahirnya Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-

Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang 

(PILKADA) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi dalam 

mengadili sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah atau PEMILUKADA, 

namun sebelum di perbaharui Undang-Undang tersebut kewenangan itu di pegang 

dan dijalankan oleh Mahkamah Agung karena amanat Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan WaliKota. Pergeseran kewenangan ini selalu terjadi, 

ditambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada pokoknya telah terangkum 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dimana 

Mahkamah Konstitusi hanya berwenang dalam penyelesian sengketa Pemilihan 

Umum bukan Pemilihan Umum Kepala Daerah atau PEMILUKADA.  

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan 

Mahkamah Konstitusi berwenang dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilihan 

Kepala Daerah karena adanya salah satu klausul penting dalam putusan tersebut. 

kewenangan untuk mengadili sengkeata PILKADA selama belum ada Undang-

Undang yang mengaturnya, sebelum adanya PERPU Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota. Untuk itu respon dari pada 

legislatif harus segera bergerak, dan sangat masuk akal, apabila kewenangan yang 

diberikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2015   Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

PERPU No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota 
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Menjadi Undang-Undang (PILKADA) sampai dibentuknya badan peradilan yang 

khusus menangani kasus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah 

(PEMILUKADA). Hingga tidak terjadinya kebingungan yang lebih meluas, 

terlebih dalam sususan ketatanegaraan di negara kita.  

 Karya tulis atau skripsi yang sederhana ini jauh dari pada kesempurnaan, 

penulis mengharapkan kritik atau saran dari pembaca untuk memperbaiki 

kekurangan-kekurangan yang ada dalam karya tulis atau skripsi ini, agar 

menghasilkan suatu kepastian dalam penerapan nantinya di susunan 

ketatanegaraan di Indonesia, tanpa adanya kerugian terhadap sesama pihak 

dengan imbas yang muncul kepada masyarakat luas. 

 Demikian karya tulis atau skripsi ini disusun dengan harapan semoga 

berguna dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya para kaum muda 

berintelektual yang menekuni mata kuliah Hukum Tata Negara dan suka 

mengkristisi Undang-Undang sebagai norma yang mengatur tatanan kehidupan 

manusia. Akhir kata dimuliyakanlah nama TUHAN dalam segala hal karena “ 

Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu 

benar,adil semua” Mazmur 19 ayat 10. Terima Kasih. 

Jakarta, 17 Agustus 2016 

 

Simeon Fernandes Marolop Sianipar 

PENULIS 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 47C ayat (1) 

setelah amandemen ke empat tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan 
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Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
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Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang 

Pilkada dan masuk dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Pasal 29  

ayat 1 ((e)).  

Dalam penerapannya Mahkamah Konstitusi tidak boleh lepas dari 

pada teori dasar dalam membantu menyelesaiakan sengketa Pemilukada. 

Teori untuk penunjang dalam mengetahui sistem kelembagaan negara 

dimana tertuju pada Mahkamah Konstitusi. Teori-teori itulah Teori Negara 

Hukum, Teori Demokrasi, dan Teori Pemilihan Umum. Dalam penerapan 

aslinya kewenangan Mahkamah Konstitusi masih banyak banyak 

bertabrakan dengan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dimana 

Undang-Undang belum mengatur secara pasti dalam kewajiban 

Mahkamah Kostitusi untuk menyelesaikan sengketa Pemilukada. Hingga 

keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013. 

Mahkamah Konstitusi berpedoman dalam Undang-Undang yang 

sementara memberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa 

PEMILUKADA yaitu tersirat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (PILKADA) Pasal 157. Hingga ada Badan Peradilan Khusus yang 

dibuat untuk Mengadili sengketa Pemilukada. Pembaruan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi untuk 

menambahkan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

mengadili sengketa PEMILUKADA merupakan jalan keluar yang efisien 

dalam mengatasi masalah ini. 

    

 

 

 


